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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak 
pidana rupiah yang dilakukan korporasi 
sehingga dapat dikenakan pidana denda dan 
bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana 
denda terhadap korporasi akibat melakukan 
tindak pidana rupiah. Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif, 
disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana 
yang dilakukan korporasi sehingga dapat 
dikenakan pidana denda, telah diatur dalam  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang 
Mata Uang. Hal ini menunjukkan pemberlakuan 
sanksi pidana penjara dan denda tidak hanya 
dikenakan terhadap pengurus korporasi, tetapi 
juga terhadap korporasi itu sendiri dapat 
dikenakan pidana denda yang tentunya wajib 
ditanggung oleh pengurus korporasi. 2. 
Pemberlakuan ketentuan pidana denda 
terhadap korporasi akibat melakukan tindak 
pidana rupiah. Pidana yang dijatuhkan terhadap 
korporasi berupa pidana denda dengan 
ketentuan ancaman pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 
33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 
ditambah 1/3 (satu per tiga). Dalam hal 
terpidana korporasi tidak mampu membayar 
pidana denda, dalam putusan pengadilan 
dicantumkan perintah penyitaan harta benda 
korporasi dan/atau harta benda pengurus 
korporasi. Selain sanksi pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, 
Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat 
dikenai pidana tambahan berupa pencabutan 
izin usaha dan/atau perampasan terhadap 
barang tertentu milik terpidana. Dalam hal 
terpidana perseorangan tidak mampu 
membayar pidana denda pidana denda diganti 
dengan pidana kurungan dengan ketentuan 
untuk setiap pidana denda sebesar 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti 
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dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 
Lama pidana kurungan pengganti harus 
dicantumkan dalam putusan pengadilan.  
Kata kunci: Pemberlakuan Ketentuan Pidana 
Denda, Korporasi, Tindak  Pidana  Rupiah. 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai 
negara yang merdeka dan berdaulat memiliki 
simbol kedaulatan negara yang harus dihormati 
dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara 
Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara 
tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang 
dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara 
Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah 
dipergunakan sebagai alat pembayaran yang 
sah dalam kegiatan perekonomian nasional 
guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.3  

Tindak pidana pemalsuan uang yang selama 
ini sering terjadi sangat mersahkan masyarakat 
sehingga memerlukan penanganan yang 
intensif dari kita semua baik dari aparat 
penegak hukum, pemerintah dan masyarakat 
untuk berkesinambungan melawan atau 
memberantas tindak pidana pemalsuan uang.4  

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata 
Uang.Undang-Undang ini mewajibkan 
penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang 
mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian 
kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan 
uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, 
yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat 
Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak 
pada kepercayaan masyarakat internasional 
terhadap Rupiah dan perekonomian nasional 
pada umumnya sehingga Rupiah memiliki 
martabat, baik di dalam negeri maupun di luar 
negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya.  

Meningkatnya pembangunan dan 
perkembangan ekonomi yang begitu pesat saat 
ini, sebagai akibat dari kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di satu sisi telah 
membawa dampak yang positif bagi kehidupan 
masyarakat. Kemajuan pembangunan itu 
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sendiri dari sisi lain juga telah membawa 
dampak yang negatif bagi masyarakat yakni 
dengan memberikan peluang atas munculnya 
korporasi-korporasi yang di dalam menjalankan 
usahanya secara sadar atau tidak sadar telah 
melakukan kejahatan yang mengancam 
keselamatan bangsa, disebabkan banyaknya 
penyimpangan perilaku korporasi yang bersifat 
merugikan masyarakat dalam berbagai bentuk 
yang berskala luas.5  

Korporasi atau badan usaha/badan harus 
bertanggung jawab secara hukum apabila 
terbukti secara sah melakukan bentuk-bentuk 
tindak pidana rupiah yang dapat menyebabkan 
kerugian bagi negara. Bentuk-bentuk tindak 
pidana yang dilakukan korporasi dapat 
dikenakan pidana denda dan bagi pengurus 
korporasi juga dapat dikenakan pidana penjara 
dan denda sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 
 
B.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak 
pidana rupiah yang dilakukan korporasi 
sehingga dapat dikenakan pidana denda 
? 

2. Bagaimanahkah pemberlakuan 
ketentuan pidana denda terhadap 
korporasi akibat melakukan tindak 
pidana rupiah ?  

 
C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam 
menyusun skripsi  ini ialah metode penelitian 
hukum normatif. Data sekunder yang 
digunakan diperoleh melalui  studi  
kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan 
hukum primer yang  terdiri  dari peraturan 
perundang-undangan di bidang hukum pidana 
dan rupiah. Bahan hukum sekunder terdiri  dari 
literatur-literatur, artikel dan jurnal hukum  
serta informasi dari  media cetak dan elektronik 
yang  relevan dengan penulisan ini. Bahan 
hukum tersier  terdiri dari kamus umum dan 
kamus hukum untuk menjelaskan pengertian 
dari istilah hukum  yang digunakan dalam 
penulisan ini. 
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PEMBAHASAN 
A.   Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang 

Dilakukan Korporasi Sehingga Dapat 
Dikenakan Pidana Denda  

Kejahatan korporasi merupakan ancaman 
yang siginifikan terhadap kesejahteraan 
masyarakat meningkat kehadiran dari 
perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan 
di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan 
mereka pada kelompok yang lebih luas yang 
dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi 
bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh 
korporasi besar.6 

Melihat fenomena inilah, muncul tuntutan 
akan pertanggungjawaban korporasi (corporate 
liability) di bidang hukum pidana. Kejahatan 
korporasi bukan tidak dikenal oleh ahli hukum 
Indonesia. Menurut Mardjono Reksodiputro, 
ada dua hal yang harus diperhatikan dalam 
menentukan tindak pidana korporasi, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Perbuatan pengurus (atau orang lain) yang 

harus dikonstruksikan sebagai perbuatan 
korporasi dan kedua tentang kesalahan pada 
korporasi. Menurutnya hal yang pertama 
untuk dikonstruksikan perbuatan pengurus 
adalah juga perbuatan korporasi sehingga 
digunakanlah asas identifikasi. Dengan asas 
tersebut, perbuatan pengurus atau pegawai 
suatu korporasi, diidentifikasikan 
(dipersamakan) dengan perbuatan korporasi 
untuk sendiri; 

2. Selama ini, dalam ilmu hukum pidana 
gambaran tentang pelaku tindak pidana 
sering dikaitkan dengan perbuatan yang 
secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke 
dader) tetapi hal ini dapat diatasi dengan 
ajaran “pelaku fungsional” (functionele 
dader). Setelah kita dapat membuktikan 
bahwa perbuatan pengurus atau pegawai 
korporasi itu dalam lalu lintas masyarakat 
berlaku sebagai perbuatan korporasi yang 
bersangkutan, kesalahan (dolus atau culpa) 
mereka harus dianggap sebagai kesalahan 
korporasi.7 
Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak 

mengatur korporasi sebagai subjek hukum. 
Prinsip pertanggungjawaban korporasi 
(corporate liability) tidak diatur dalam hukum 
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pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring 
dengan kesadaran yang semakin sering 
terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan 
oleh atau atas nama korporasi, muncul 
tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai 
subjek hukum pidana, terutama dalam konteks 
sebagai subjek hukum yang mengatur 
kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena 
anggapan bahwa kejahatan korporasi sering 
merugikan dan mengancam sendi-sendi 
perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap 
harus dapat dipertanggungjawabkan 
perbuatannya secara pidana.8 

Menurut Ali Mahrus, perbuatan pidana 
menunjuk pada perbuatan baik secara aktif 
maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku 
ketika melakukan perbuatan pidana patut 
dicela atau memiliki kesalahan, bukan 
merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi 
sudah masuk pada pertanggungjawaban 
pidana.9 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 
Tentang Mata Uang. Pasal 1 angka 19. Setiap 
orang adalah orang perseorangan atau 
korporasi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2011 Tentang Mata Uang. Pasal 39 ayat (1) (2) 
dan (3) korporasi dapat dikenakan pidana 
denda apabila melakukan tindak pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 33, Pasal 34, 
Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 
Tentang Mata Uang. Pasal 33, Pasal 34, Pasal 
35, Pasal 36, atau Pasal 37 akan diuraikan 
selanjutnya. 

Pasal 33 ayat: 
(1) Setiap orang yang tidak menggunakan 

Rupiah dalam:  
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan 

pembayaran;  
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang 

harus dipenuhi dengan uang; dan/atau  
c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 
dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah).  
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(2) Setiap orang dilarang menolak untuk 
menerima Rupiah yang penyerahannya 
dimaksudkan sebagai pembayaran atau 
untuk menyelesaikan kewajiban yang harus 
dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk 
transaksi keuangan lainnya di Wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
kecuali karena terdapat keraguan atas 
keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
pidana denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Pasal 34 ayat: 
(1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali 

untuk tujuan pendidikan dan promosi 
dengan memberi kata spesimen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(1) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah).  

(2) Setiap orang yang menyebarkan atau 
mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 

  
B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Denda 

Terhadap Korporasi Akibat Melakukan 
Tindak Pidana Rupiah  

Norma hukum adalah peraturan hidup yang 
bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang 
tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum 
dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat 
setiap orang dan pelaksanaannya dapat 
dipertahankan dengan segala paksaan oleh 
alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum 
itu justeru terletak pada sifatnya yang memaksa 
dengan sanksinya yang berupa ancaman 
hukuman. Alat kekuasaan negara yang 
berusaha agar peraturan hukum ditaati dan 
dilaksanakan. Setiap norma paling tidak 
mempunyai beberapa unsur, yaitu: 
1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu; 
2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu 

berlaku; 
3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu 

dibuat; 
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4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah 
yang akan dikenakan kepada orang yang 
melanggara atau tidak mematuhi norma 
itu.10 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 

Tentang Mata Uang. Pasal 39 ayat: 
(1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi 

berupa pidana denda dengan ketentuan 
ancaman pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 
Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 
ditambah 1/3 (satu per tiga). 

(2) Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak mampu 
membayar pidana denda, dalam putusan 
pengadilan dicantumkan perintah 
penyitaan harta benda korporasi dan/atau 
harta benda pengurus korporasi.  

(3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, 
atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai 
pidana tambahan berupa pencabutan izin 
usaha dan/atau perampasan terhadap 
barang tertentu milik terpidana. 

Pasal 40 ayat: 
(1) Dalam hal terpidana perseorangan tidak 

mampu membayar pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 
Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana 
denda diganti dengan pidana kurungan 
dengan ketentuan untuk setiap pidana 
denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) diganti dengan pidana 
kurungan selama 2 (dua) bulan. 

(2) Lama pidana kurungan pengganti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dicantumkan dalam putusan pengadilan. 
Pasal 41 (1) Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 
adalah pelanggaran. (2) Tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, 
Pasal 36, dan Pasal 37 adalah kejahatan. 

Dua tersangka sindikat uang palsu (upal) 
diringkus jajaran Satreskrim Polres Sumedang. 
Keduanya menggunakan upal rupiah dan dolar 
AS sebanyak Rp 200 miliar untuk mengelabui 
korbannya seolah-olah sebagai investor 
pembangunan rumah sakit swasta di Kabupaten 
Sumedang. Kedua pelaku, AK dan ER, diringkus 
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di rumahnnya di Blok Desa RT 12 RW 2, Desa 
Kliwed, Kecamtan Kertasemaya, Kabupaten 
Indramayu, Selasa (20/3) sekitar pukul 06.00 
WIB. Menurut Kapolda Jabar Irjen Pol Drs 
Agung Budi Maryoto kasus penipuan ini 
menimpa korban seorang dokter yang juga 
pengusaha rumah sakit swasta di Sumedang. 
Awalnya korban mendapat tawaran dana 
investasi sebesar Rp 200 miliar untuk 
pembangunan Rumah Sakit Sumedang Medical 
Center (RSSMC). Tawaran tersebut bisa 
direalisasikan dengan syarat korban harus 
menyerahkan uang sebesar Rp 550 juta. 

Setelah menyerahkan uang sebesar Rp 550 
juta, kedua pelaku membawa uang yang 
dijanjikan dalam bentuk pecahan dolar Amerika 
dan rupiah. Uang palsu tersebut dimasukan ke 
dalam lima buah koper besar dan lima boks. 
Namun, setelah diserahkan, korban merasa 
curiga dengan uang tersebut. Setelah dicek 
ternyata seluruh uang untuk investasi tersebut 
palsu. Korban kemudian melaporkan kasus 
tersebut ke polisi. "Ini sebuah sindikat 
peredaran uang palsu. Tersangka berpura-pura 
sebagai investor yang akan menanamkan 
sahamnya dalam pembangunan rumah sakit. 
Dari para tersangka, polisi menyita lima unit 
mobil berbagai merek, sejumlah perhiasan 
emas, 15 buku tabungan berbagai bank, lima 
buah kartu ATM berbagai bank. Kendaraan dan 
perhiasan emas tersebut diduga hasil kejahatan 
para pelaku. Kami masih terus mengembangkan 
kasus ini untuk mengungkap jaringan sindikat 
pemalsuan uang rupiah dan dolar.11 

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut 
sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan 
tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, 
sebagai berikut: 

1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging); 
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian 

undang-undang (wetterlijkeomshrijving); 
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak 

(melawan hukum); 
4. Kelakuan itu dapat diberatkan 

(dipertanggungjawabkan) kepada pelaku; 
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.12 
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Sanksi pidana yang ada di dalam hukum 
pidana merupakan salah satu penderitaan yang 
istimewa sebab pidana yang diancamkan 
kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang 
bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada 
pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan 
yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara 
dan denda atau sanksi-sanksi lain yang telah 
ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai 
dengan perkembangan dan pertumbuhan 
hukum. Maksud ancaman pidana tersebut 
adalah untuk melindungi kepentingan orang 
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum 
pidana menggunakan ancaman pidana dan 
penjatuhan pidana apabila kepentingan-
kepentingan tersebut seimbang dengan 
pengorbanan yang harus ditanggung oleh 
korban kejahatan atau pelanggaran.13 

Ada golongan penulis yang pertama 
merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan 
yang bulat seperti Simons yang merumuskan 
bahwa strafbaar feit ialah kelakuan yang 
diancam dengan pidana yang bersifat melawan 
hukum yang berhubungan dengan kesalahan 
dan dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht, 
memandang rumusan Simons merupakan 
rumusan yang lengkap yang meliputi:14 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum; 
b. Bertentangan dengan hukum; 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah; 
d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas 

perbuatannya. 
Pidana pokok, hoofdstraf, yaitu pidana yang 

dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; 
misalnya, pidana mati, pidana penjara, 
kurungan dan denda.15  Pidana tambahan, 
bijkomende straf, yaitu pidana yang hanya 
dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, 
misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; 
perampasan barang-barang tertentu; dan 
pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan 
berupa; perampasan atau pemusnahan dapat 
berdiri sendiri misalnya uang palsu, narkotika 
atau senjata api atau bahan peledak.16 
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Tipe-tipe kejahatan sosioekonomi dapat di 
identifikasi sebagai berikut: 
1. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka 

kepentingan individual (crime by persons 
operating on an individual basis). Contohnya 
pemalsuan uang; 

2. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka 
perdagangan pemerintah atau kelembagaan 
lain dalam kerangka menjalankan pekerjaan 
(in breach of their duty of trust with their 
employer). Contohnya pelanggaran yang 
dilakukan oleh petugas bank dan karyawan 
(violation by bank officers and employees), 
penggelapan dan penyalahgunaan dana 
(embezzlement and misapplication of funds); 

3. Kejahatan yang berhubungan atau 
merupakan lanjutan oeprasional 
perdagangan, tetapi bukan merupakan 
tujuan perdagangan tersebut. Contohnya 
suap-menyuap, mengedarkan uang palsu 
dan memberikan informasi yang salah untuk 
memperoleh kredit; 
Kejahatan sosioekonomi sebagai usaha 

bisinis atau berbagai aktivitas utama (economic 
crimes a business or as the central activity) 
sebagai contoh pembuatan uang palsu dan 
penyalahgunaan kredit bank).17 

Hukum bekerja dengan cara mengatur 
perbuatan seseorang atau hubungan antara 
orang-orang dalam masyarakat. Untuk 
keperluan pengaturan tersebut, maka hukum 
menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai 
fungsinya yaitu: 
1. Pembuatan norma-norma, baik yang 

memberikan peruntukan maupun yang 
menentukan hubungan antara orang dengan 
orang;  

2. Penyelesaian sengketa-sengketa;  
3. Menjamin kelangsungan kehidupan 

masyarakat, yaitu dalam hal terjadi 
perubahan-perubahan.18 
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini 

telah dinyatakan dengan tegas dalam 
penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik 
Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat)”, 
tidak berdasar atas kekuasaan belaka 
(machstaat). Cita-cita filsafat yang telah 

                                                           
17

 Muhammad Yamin,Op.Cit. hal. 85-86. 
18

 Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu 
Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di 
Indonesia, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 
2009, hal. 111. 
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dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam 
konsep “Indonesia adalah negara hukum”, 
mengandung arti, bahwa dalam hubungan 
antara hukum dan kekuasaan, bahwa 
kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci 
kestabilan politik dalam masyarakat.19  

Dengan demikian setiap pembicaraan 
mengenai hukum, jelas atau samar-samar, 
senantiasa merupakan pembicaraan mengenai 
keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan 
hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai 
suatu bangunan yang formal. Kita perlu 
melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita 
keadilan masyarakatnya.20 

Hukum melindungi kepentingan seseorang 
dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan 
kepadanya untuk bertindak dalam rangka 
kepentingannya tersebut. Pengalokasian 
kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam 
arti ditentukan keleluasaan dan kedalamannya. 
Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut 
sebagai “hak”. Dengan demikian tidak setiap 
kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut 
sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan 
tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum 
kepada seseorang.21 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B 
mengamanatkan bahwa macam dan harga 
Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. 
Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan 
untuk memberikan pelindungan dan kepastian 
hukum bagi macam dan harga Mata Uang. 
Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sesungguhnya telah 
diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. 
Dalam sejarah pengaturan macam dan harga 
Mata Uang di Indonesia setelah masa 
kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) 
undang-undang yang mengatur Mata Uang.  

Penerbitan keempat undang-undang 
tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan 

                                                           
19

 Soesilo Yuwono. Penyelesaian Perkara Pidana 
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Alumni, Bandung. 1982, hal.3. 
20

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. 
Bandung, 1991, hal.159. 
21

 Ibid, hal. 53-54. 

amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang 
Dasar Sementara Tahun 1950. Dalam 
kehidupan perekonomian suatu negara, 
peranan uang sangatlah penting karena uang 
mempunyai beberapa fungsi, antara lain 
sebagai alat penukar atau alat pembayar dan 
pengukur harga sehingga dapat dikatakan 
bahwa uang merupakan salah satu alat utama 
perekonomian. Dengan uang perekonomian 
suatu negara akan berjalan dengan baik 
sehingga mendukung tercapainya tujuan 
bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan 
makmur.22 

Selain itu, jika dilihat secara khusus dari 
bidang moneter, jumlah uang yang beredar 
dalam suatu negara harus dikelola dengan baik 
sesuai dengan kebutuhan perekonomian. 
Karena melihat perannya yang sangat penting, 
uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit 
ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak 
bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas 
yang profesional sangat diperlukan untuk 
menentukan ciri, desain, dan bahan baku 
Rupiah. Kejahatan terhadap Mata Uang, 
terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin 
merajalela dalam skala yang besar dan sangat 
merisaukan, terutama dalam hal dampak yang 
ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang 
yang dapat mengancam kondisi moneter dan 
perekonomian nasional.23  

Bentuk-bentuk tindak pidana rupiah yang 
dilakukan korporasi dapat dikenakan sanksi 
pidana apabila terbukti secara sah sesuai 
dengan prosedur hukum yang berlaku. 
Pemberlakuan ketentuan pidana denda 
terhadap korporasi akibat melakukan tindak 
pidana rupiah merupakan bagian dari upaya 
penegakan hukum untuk menjaga mata uang 
rupiah dari segala bentuk perbuatan melangga 
hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi 
bangsa dan negara Republik Indonesia.   

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang 
dilakukan korporasi sehingga dapat 
dikenakan pidana denda, telah diatur 
dalam  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

                                                           
22

 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 
Tentang Mata Uang. 
23

 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 
Tentang Mata Uang. 
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2011 Tentang Mata Uang. Hal ini 
menunjukkan pemberlakuan sanksi 
pidana penjara dan denda tidak hanya 
dikenakan terhadap pengurus korporasi, 
tetapi juga terhadap korporasi itu sendiri 
dapat dikenakan pidana denda yang 
tentunya wajib ditanggung oleh pengurus 
korporasi. 

2. Pemberlakuan ketentuan pidana denda 
terhadap korporasi akibat melakukan 
tindak pidana rupiah. Pidana yang 
dijatuhkan terhadap korporasi berupa 
pidana denda dengan ketentuan 
ancaman pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang 
Mata Uang, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, 
Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah 1/3 
(satu per tiga). Dalam hal terpidana 
korporasi tidak mampu membayar 
pidana denda, dalam putusan pengadilan 
dicantumkan perintah penyitaan harta 
benda korporasi dan/atau harta benda 
pengurus korporasi. Selain sanksi pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 
Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 
37, setiap orang dapat dikenai pidana 
tambahan berupa pencabutan izin usaha 
dan/atau perampasan terhadap barang 
tertentu milik terpidana. Dalam hal 
terpidana perseorangan tidak mampu 
membayar pidana denda pidana denda 
diganti dengan pidana kurungan dengan 
ketentuan untuk setiap pidana denda 
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) diganti dengan pidana kurungan 
selama 2 (dua) bulan. Lama pidana 
kurungan pengganti harus dicantumkan 
dalam putusan pengadilan.  

 
B. Saran 

1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang 
dilakukan korporasi sehingga dapat 
dikenakan pidana denda memerlukan 
proses pemeriksaan alat bukti yang 
cermat dan teliti sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang tentang Hukum 
Acara Pidana dan alat bukti yang diatur 
dalam Undang-Undang Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang 
yaitu: barang yang menyimpan gambar, 
suara dan film, baik dalam bentuk 

elektronik maupun optik, dan semua 
bentuk penyimpanan data; dan/atau data 
yang tersimpan dalam jaringan internet 
atau penyedia saluran komunikasi 
lainnya. 

2. Pemberlakuan ketentuan pidana denda 
terhadap korporasi akibat melakukan 
tindak pidana rupiah perlu diterapkan 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku guna 
memberikan efek jera terhadap 
pelakunya dan merupakan upaya untuk 
mencegah agar pihak lain seperti 
korporasi dan/atau pengurusnya tidak 
lagi melakukan perbuatan yang sama di 
kemudian hari. 
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